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Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara di Indonesia. Pajak digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat
penghasilan tetap yaitu gaji dan tunjangan. Penghasilan yang diterima PNS akan dikenai Pajak
Penghasilan Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian perhitungan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada BPPKAD terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Penelitian
menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Hasil penelitian menunjukan
bahwa dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum sesuai dengan UU No. 36
Tahun 2008, dimana masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal unsur pengurang dan penerapan
tarif PTKP. Akibat kesalahan ini, jumlah pajak yang dipotong menjadi lebih besar dari yang
seharusnya.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pegawai Negeri Sipil (PNS)
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A. Pendahuluan
1. Latar Belakang

Sumber penerimaan terbesar
negara di Indonesia berasal dari
pajak vyaitu sebesar 70%. Pajak
digunakan untuk membiayai
pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan. Di Indonesia,
pembangunan dianggap sangatlah
penting karena bertujuan untuk
mewujudkan dan  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Salah satu
jenis pajak yang memberikan andil
penting bagi pemerintah adalah Pajak
Penghasilan (PPh). Setiap
penghasilan yang dikenai dapat
berupa gaji, upah, tunjangan, dan
lain-lain.

Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008
Penghasilan  (PPh)

bahwa, pegawai merupakan salah

tentang Pajak
menyebutkan

satu Subjek Pajak Penghasilan Pasal
21. Pegawai tersebut termasuk
didalamnya Pegawai Negeri yang
dibedakan menjadi 3 (Tiga) yaitu
Pegawai Negeri Sipil, Tentara
Nasional Indonesia dan POLRI.
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
mendapatkan penghasilan tetap dan
teratur setiap bulan berupa gaji dan

tunjangan.  Selain  memperoleh
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penghasilan tersebut, PNS juga dapat
memperoleh penghasilan tidak tetap
dan tidak teratur berupa honorarium
dan imbalan lain. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final
maupun tidak final yang telah
dipotong dari penghasilan PNS
nantinya akan dilaporkan dan disetor
oleh bendahara pemerintah ke kas
negara.
Seiring dengan
perkembangan perekonomian,
peraturan perpajakan ikut mengalami
perubahan. Undang-Undang Pajak
yang dijalankan seringkali
mengalami perubahan. Diantaranya
adalah perubahan dalam hal tarif
Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP), dan unsur pengurang
penghasilan  bruto seperti biaya
jabatan dan iuran pensiun. Hal ini
tentunya akan menimbulkan
perubahan dalam perhitungan PPh

Pasal 21 bagi PNS.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah
untuk  menganalisis
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
pada BPPKAD Kota Kediri dalam

masa pajak telah mnegacu pada

perhitungan

simki.unpkediri.ac.id
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peraturan perpajakan yang berlaku di
Indonesia  yaitu
Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang

3. Kajian Teori
Pajak

Menurut Direktorat Jenderal
Pajak, pengertian pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang
No. 36 Tahun 2008 Pasal 1, Pajak
Penghasilan adalah pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atas
penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Waluyo (2014: 201),
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah
Pajak Penghasilan yang dikenakan
atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama
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apapun sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21

Berdasarkan ketentuan Pasal
17 ayat (1) Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008, besarnya tarif Pajak

Penghasilan adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Daftar Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Lapisan Tarif
Penghasilan Kena Pajak
Pajak

| s.d Rp 50.000.000 5%
I Di atas Rp 15%
50.000.000 s.d Rp

250.000.000

Il Di atas Rp 25%
250.000.000 s.d Rp
500.000.000

v Di atas Rp 30%
500.000.000

Sumber :Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008

Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP) sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 101-PMK.010-
2016 atas perubahan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
122/PMK.010/2015, yang berlaku

surut Bulan Januari 2016 adalah :

simki.unpkediri.ac.id
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Tabel 2. Tarif Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP)
No. Status Setahun (Rp)
1. Untuk Diri Wajib Rp. 54.000.000
Pajak
2. Tambahan Untuk Rp. 4.500.000
Kawin

3. Penghasilan Istri Rp. 54.000.000
yang  Digabung
dengan
Penghasilan
Suami

4. Tambahan untuk Rp. 4.500.000
Setiap
Tanggungan

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian
deskriptif. Jenis penelitian ini tepat
digunakan karena setelah data
dikumpulkan, data akan dianalisis
dan  diinterpretasikan.  Menurut
Sugiyono  (2005: 21),

deskriptif adalah suatu metode yang

metode

digunakan untuk menggambarkan
atau  menganalisis suatu  hasil
penelitian tetapi tidak digunakan
untuk membuat kesimpulan yang
lebih luas.

Lokasi penelitian ~ yang
dimaksud adalah kantor Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Kediri, yang
beralamat di Jalan Pahlawan Kusuma

Bangsa No. 97 Banjaran Kota Kediri.
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Sumber data yang digunakan
terdiri atas data primer yakni data
yang diperoleh secara langsung dari
tempat penelitian, berupa observasi,
wawancara dan dokumentasi yang
berupa gambaran umum perusahaan.
Data sekunder yakni data yang
diperoleh secara tidak langsung atau
dari pihak ketiga. Data sekunder
yang diperoleh berupa rekap daftar
gaji pegawai.

Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah sebagai
berikut :

1. Observasi adalah teknik
pengumpulan data yang
dilakukan dengan mengadakan
pengamatan secara langsung
yakni pada kantor BPPKAD
Kota Kediri.

2. Teknik

komunikasi

wawancara  adalah
langsung  dalam
bentuk tanya jawab, pihak yang
diwawancarai adalah Kepala
Tata Usaha dan
Perbendaharaan BPPKAD Kota
Kediri.

3. Dokumentasi adalah mengambil

Bagian

data, catatan, dan dokumen yang
sesuai dengan masalah yang
diteliti. Data yang diperoleh

adalah Gambaran Umum

simki.unpkediri.ac.id
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Instansi dan Daftar Gaji
Pegawai.

Setelah menentukan sumber
data dan teknik pengumpulan data,
selanjutnya adalah tahapan analisis
data. Tahapan analisis data adalah
sebagai berikut :
1. Analisis  penghasilan ~ PNS

BPPKAD Kota Kediri.

2. Analisis  perhitungan  Pajak

Penghasilan Pasal 21 atas
penghasilan PNS BPPKAD Kota
Kediri.

3. Mengintepretasikan data yang
telah dianalisis guna
menemukan pemecaha masalah
terkait PPh Pasal 21.

4. Menarik kesimpulan dan saran

atas hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
Sejarah Singkat BPPKAD Kota
Kediri

Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah adalah suatu badan yang
ditunjuk  sebagai  penyelenggara
Pemerintah Daerah khusus pada
bidang keuangan, dipimpin oleh

Kepala Badan yang berada di bawah
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naungan Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Kediri termasuk ke
dalam Satuan Kerja Perangkat
(SKPD)

perangkat Pemerintah Daerah Kota

Daerah merupakan
di Indonesia.

Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Kediri terbentuk pada
tanggal 1 Januari 2017 dari dalam
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang sebelumnya bernama
Dinas Pendapatan Kota Kediri
(2015-2016) yang dipecah menjadi 2
(dua) dalam Satuan Kerja Perangkat
(SKPD)  yaitu Dinas

Pendapatan dan Badan Pengelolaa

Daerah
Keuangan dan  Aset  Daerah
(BPKAD), sesuai dengan Peraturan
Daerah Kediri Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor
6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Kediri. Dinas Pendapatan (Dispenda)
Kota Kediri dahulu bernama Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset (DPPKA) (2011-2014).

simki.unpkediri.ac.id
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Penggajian
Penggajian  di
BPPKAD Kota Kediri terlebih

dahulu dilakukan dengan pengurusan

lingkungan

Daftar Pembayaran  Penghasilan
(DPP) merupakan daftar perhitungan,
pengisian kelengkapan, dan
rekapitulasi perhitungan penghasilan
bagi PNS. DPP itu sendiri berguna
sebagai sarana pembayaran
penghasilan, bukti kas, dan sumber
data bagi pengajuan permintaan gaji
ke Pemegang Kas (Pekas).

Dalam DPP terdapat beberapa
unsur-unsur, diantaranya berikut :
a. Unsur Penghasilan dan Tunjangan

1) Gaji Pokok

2) Tunjangan Istri sebesar 10%
dari gaji pokok.

3) Tunjangan Anak sebesar 2%
dari gaji pokok maksimal
2(dua) anak.

4) Tunjangan Struktural.

Tunjangan yang diberikan
kepada pegawai negeri yang
berkedudukan sebagai pejabat
struktural yang didasarkan
pada jabatan eselon.

5) Tunjangan Umum. Tunjangan
yang diberikan pada PNS
yang tidak mendapat

tunjangan struktural maupun
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fungsional. Besarnya
tunjangan  umum  adalah
sebagai berikut :

a) Golongan IV sebesar Rp

190.000,-
b) Golongan IIl sebesar Rp
185.000,-
c) Golongan Il sebesar Rp
180.000,-

6) Tunjangan beras yang
diberikan adalah sebesar 10
kg dimana perkilogramnya
dihargai sebesar Rp 7.242,-
/kilo. Tunjangan beras ini
diberikan kepada PNS dan
keluarga ~ yang  menjadi
tanggungan  sesuai  yang
tercantum dalam Penghasilan
Tak Kena Pajak (PTKP).

7) Pembulatan merupakan

pengurangan atau

penambahan atas unsur gaji

PNS. Dengan adanya
pembulatan dapat
mempermudah  pembayaran

administrasi pegawai setiap
kali pembayaran, besaran
pengurangan atau
penjumlahan gaji  dengan
pembulatan harus tercantum
dalam daftar gaji. Pembulatan

berlaku bagi penghasilan

simki.unpkediri.ac.id
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8)
9)

10) Tunjangan

bruto dijumlahkan

yang

dengan  tunjangan lain.

Aturan perhitungannya
yang

penambahan

adalah setiap unsur
mengalami
maka dibulatkan ke atas
menjadi 1,00, sedangkan jika

ada pengurangan maka unsur

pembulatan  menjadi  nol
rupiah  (0,00). Dan untuk
jumlah  akhir dari  gaji
dibulatkan ~ menjadi Rp
100,00.

Tunjangan Pajak.
ASKES sebesar 3% dari gaji
pokok ditambah tunjangan
istri dan tunjangan anak.
JKK

Tunjangan JKM. Peraturan

dan

Pemerintah Nomor 70 Tahun
2015 menyatakna bahwa jika
Jmainan PNS
dikelola BPJS

Kesehatan, berbeda dengan

Kesehatan

oleh

Jmainan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian bagi

PNS. luran JKK sebesar
0,24% dari gaji dan JKM
sebesar 0,30% dari gaji

dikelola oleh Taspen.

b. Potongan iuran wajib

1)

2)

3)

4)
5)

RISKA INDAH SUCI HARINI | 13.1.02.01.0234
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luran Wajib Pegawai sebesar
10%diperuntukkan bagi
Askes (iuran pemeliharaan
2%,

3,25% untuk iuran tabungan

kesehatan)  sebesar
hari tua dan perumahan, dan
untuk iuran jaminan hari tua
sebesar 4,75%.
ASKES sebesar 3% dari gaji
pokok ditambah tunjangan
istri dan tunjangan anak.
Taperum atau  Tabungan
PNS adalah

program yang disediakan oleh

Perumahan
pemerintah untuk
mempersiapkan pegawai

dalam memiliki rumah. luran

ini adalah tabungan yang
dipotong dari gaji pokok
pegawai. Besarnya

pemotongan taperum adalah
sebagai berikut : Golongan |
Rp 3.000,- ;
Golongan I Rp
5.000,- ; Golongan Il sebesar
Rp 7.000,- ; Golongan IV
sebesar Rp 10.000,- masing-

sebesar
sebesar

masing dipotong setiap bulan.
luran JKK dan luran JKM.
PPh Pasal 21.

simki.unpkediri.ac.id
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Mekanisme Perhitungan

Perhitungan PPh Pasal 21
bagi PNS yang dilakukan oleh
BPPKAD menggunakan

gross up, Yyang digunakan saat

metode

instansi ingin memberikan tunjangan
pajak sama besar dengan pajak yang
dipotong dari penghasilan para

pegawainya.

Tabel 3. Perhitungan Gross Up Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Golongan IV/A bulan
Juli tahun 2016

Gaji Pokok Rp. 3.715.800
Tunjangan Istri Rp. 371.580
Tunjangan Anak Rp. 148.632
Tunjangan Beras Rp. 289.680
Tunjangan Eselon Rp. 2.025.000
Pembulatan Rp. 9
Penghasilan Bruto Rp. 6.550.701
Tunjangan PPh 21 Rp. 118.355
Pengurang :

IWP Rp. 423.601
Trumah Rp. 10.000
Penghasilan Netto

sebulan Rp. 6.117.100
Penghasilan Netto

setahun Rp. 73.405.198
PTKP (K/2) Rp. 45.000.000
PKP setahun Rp. 28.405.198
PPh setahun Rp. 1.420260
PPh sebulan Rp. 118.355

Sumber : Data diolah, 2017.
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Tabel 4. Perhitungan Gross Up Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Golongan IV/A bulan
September tahun 2016

Gaji Pokok Rp. 3.715.800
Tunjangan Istri Rp. 371.580
Tunjangan Anak Rp. 148.632
Tunjangan Beras Rp.  289.680
Tunjangan Eselon Rp. 2.025.000
Penghasilan Bruto Rp. 6.550.692
Tunjangan PPh 21 Rp. 19.846
Pengurang :

Biaya Jabatan Rp. 327.535
luran Pensiun Rp. 201.211
Penghasilan Netto

sebulan Rp. 6.021.947
Penghasilan Netto

setahun Rp. 72.263.362
PTKP (K/2) Rp. 67.500.000
PKP setahun

(pembulatan) Rp. 4.763.000
PPh setahun Rp. 238.150
PPh sebulan Rp. 19.846

Sumber : Data diolah, 2017.

Hasil  perhitungan dengan
menggunakan rumus gross up dapat
dilihat pada tabel 4.5.
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Tabel 5. Hasil Perhitungan dengan

Menggunakan Rumus Gross Up

Gaji Pokok Rp. 3.715.800
Tunjangan Istri Rp. 371.580
Tunjangan Anak Rp. 148.632
Tunjangan Beras Rp.  289.680
Tunjangan Eselon Rp. 2.025.000
Penghasilan Bruto Rp. 6.550.692
Tunjangan PPh 21 Rp. 19.846
Pengurang :

Biaya Jabatan Rp. 327.535
luran Pensiun Rp. 201.211
Penghasilan Netto

sebulan Rp. 6.021.947

Penghasilan Netto
setahun Rp. 72.263.362

PTKP (K/2) Rp. 67.500.000
PKP setahun

(pembulatan) Rp. 4.763.000
PPh setahun Rp. 238.150
PPh sebulan Rp. 19.846

Sumber : Penulis, 2017.

2. Pembahasan
Analisis Perhitungan PPh Pasal 21
atas Penghasilan PNS pada
BPPKAD Kota Kediri

Dalam perhitungan PPh Pasal
21, penulis mengacu pada Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan
Peraturan Perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian, meski
dalam perhitungan sebagian besar
sudah benar namun masih ditemukan
kesalahan penerapan tarif dalam

perhitungan, dimana :
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a. Unsur-unsur penghasilan  yang
dicantumkan sudah sesuai PMK
Nomor 262/PMK.03/2010 dan
Undang-Undang Perpajakan,

yakni dengan mencantumkan gaji

pokok, tunjangan istri, tunjangan

anak, tunjangan jabatan,
tunjangan umum (bagi yang tidak
mendapatkan tunjangan jabatan)
dan tunjangan beras.

b. Unsur pengurang, yaitu :

1) Bulan Januari hingga bulan
Agustus, unsur pengurangnya
adalah luran Wajib Pajak
sebesar 10% dari gaji pokok
ditambah tunjangan istri dan
anak, dan Trumah. Semestinya,
unsur pengurang yang
digunakan  adalah Biaya
Jabatan sebesar 5%  dari

penghasilan bruto dan luran

Pensiun sebesar 4,75% dari

gaji pokok ditambah tunjangan

istri dan anak.

2) Bulan September hingga bulan
Desember, unsur pengurang
yang digunakan telah sesuai,
yaitu Biaya Jabatan sebesar 5%
dari penghasilan bruto dan
luran Pensiun sebesar 4,75%
dari gaji pokok ditambah

tunjangan istri dan anak.
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Dasar pengenaan Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) pada
bulan Januari

sampai dengan

bulan Agustus masih
menggunakan PTKP lama sesuai
Menteri

dengan Peraturan

Keuangan Nomor
122/PMK.010/2015.

bulan September hingga bulan

Sedangkan
Desember telah menggunakan
PTKP sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.010/2016.

Tarif yang digunakan adalah tarif
pasal 17 sesuai dengan Undang-
Undang PNS
BPPKAD semuanya telah
memiliki NPWP, jadi tidak ada

yang dikenai tarif 120% lebih
tinggi.

Perpajakan.

Tabel 6. Perbedaan Perhitungan PPh

Pasal 21 menurut Perusahan

Menurut Undang — Undang Perpajakan

UU No. 36 Tahun 2008

dan

PPh Pasal
PPh Pasal 21
21 Menurut
Menurut .
No BULAN UU No. 36 Selisih (Rp)
Perusahaan
Ro) tahun 2008
P
(Rp)

1. Januari Rp. 690.922 | Rp. 10.942 | Rp. 679.980
2. Februari Rp. 701.905 | Rp. 10.942 | Rp. 690.963
3. Maret Rp. 701.905 | Rp. 10.942 | Rp. 690.963
4. | April Rp. 716.477 | Rp. 18.408 | Rp. 698.069
5. Mei Rp. 722.494 | Rp. 18.408 | Rp. 704.086
6. Juni Rp. 722.494 | Rp. 18.408 | Rp. 704.086
7. Juli Rp. 848.764 | Rp. 78.150 | Rp. 770.614
8. Agustus Rp. 884.422 | Rp. 78.150 | Rp. 806.272
9. September Rp. 115.659 | Rp. 78.150 | Rp.  37.509
10. | Oktober Rp. 122,572 | Rp. 85.062 | Rp. 37.510
11. | November Rp. 132.209 | Rp. 94.696 | Rp. 37.513
12. | Desember Rp. 132.209 | Rp. 94.696 | Rp. 37.513
Total Rp.6.492.032 | Rp.596.954 | Rp.5.895.078
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Sumber : Penulis, 2017.

Berdasarkan tabel 6 diatas,
perhitungan pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 pada tahun 2016 dapat
diketahui bahwa Pajak Penghasilan
yang disetor ke Kas Negara oleh
Badan  Pendapatan  Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota
Kediri Rp. 6.492.032,-

sedangkan  perhitungan

sebesar
menurut
analisis, Pajak Penghasilan yang
harus disetor sebesar Rp. 596.954,-
sehingga terjadi selisih atau lebih

bayar yang cukup besar.
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D. PENUTUP
1. Simpulan
Pembahasan mengenai

analisis perhitungan PPh Pasal 21
atas PNS BPPKAD Kota Kediri yang
disesuaikan dengan Peraturan
Perpajakan, maka dapat ditarik
kesimpulan, yaitu analisis
perhitungan PPh Pasal 21 dengan
menggunakan metode gross up,
dimana tunjangan pajak sama dengan
pajak yang dipotong dari penghasilan
PNS. Sementara itu, perhitungan PPh
Pasal 21 vyang dilakukan belum
sesuai  dengan
Nomor 36 Tahun 2008, dimana

masih ditemukan kesalahan yaitu

Undang-Undang

pada unsur  pengurang  yang

dikenakan dan penerapan tarif
Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam
perhitungan tersebut. BPPKAD Kota
Kediri menggunakan unsur
pengurang IWP dan Trumah, dan
masih menggunakan ketentuan lama
dalam perhitungan PTKP selam
bulan Januari hingga bulan Agustus,

dimana PTKP yang digunakan

berdasarkan  Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor
122/PMK.010/2015, semestinya

PTKP yang dikenakan berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
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101/PMK.010/2016.

perhitungan yang terjadi bisa jadi

Kesalahan
karena perubahan aplikasi
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal
21, kurangnya pengetahuan dalam
hal perpajakan terutama informasi
terbaru mengenai ketetapan dan
Undang-Undang yang mengatur tarif

dan tata cara perhitungan pajak.

2. Saran

Berdasarkan penjelasan pada
bab-bab sebelumnya, Peneliti hendak
memberikan saran atau masukan
yang diharapkan dapat berguna bagi
pihak-pihak yang membutuhkan.

Adapun saran yang ingin

disampaikan oleh peneliti adalah,

sebagai berikut :

a. Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
sebaiknya mengadakan

pendidikan atau penataran dalam

hal perpajakan bagi Bendahara

atau Juru Bayar, untuk menambah

keahlian dan pengetahuan dalam

menghitung dan memotong pajak

sehingga tidak ditemui adanya

kesalahan  perhitungan  pajak
terutang lagi.

b. Melakukan pemutakhiran aplikasi

pembukuan Bendaharawan
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Pemerintah guna mempermudah Peraturan Menteri Keuangan

perhitungan dan  pemotongan
pajak sehingga tak ditemui adanya
kesalahan hitung dan penerapan

tarif pajak.
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